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Persiapan
Memulai Bisnis
di Jepang



MEMASUKI PASAR JEPANG:

Berdasarkan Foreign Exchange and Foreign Trade Law  Pasal 26 Bab V, perusahaan asing diwajibkan
melakukan investasi langsung (inward direct investment) yang bertujuan keamanan liikuiditas. Selain
itu, pada umumnya, perusahaan asing memasuki pasar Jepang melalui salah satu dari empat struktur
perusahaan sebagai  berikut (1) Kantor perwakilan, (2) Kantor cabang (Gaikokugaisha no nihon ni
okeru eigyousho atau kantor bisnis perusahaan asing di Jepang), (3) Entitas Perusahaan Jepang
(Kabushiki Kaisha (KK) atau Godo Kaisha (LLC)), dan (4) Kemitraan Perseroan Terbatas (Limited
Liability Partnership, LLP).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantor Perwakilan

Secara umum, perusahaan asing bebas untuk
mendirikan kantor perwakilan di Jepang untuk
tujuan mengumpulkan dan memberikan
informasi. Dengan demikian, tidak ada izin,
pemberitahuan, atau pendaftaran yang
diperlukan untuk pendirian kantor tersebut di
bawah Undang-Undang Valuta Asing. Karena
kantor perwakilan tidak dapat menyelesaikan
kontrak, maka tidak dikenakan pajak
perusahaan Jepang.
 
Aktivitas di kantor perwakilan antara lain
meliputi pembelian barang untuk kantor pusat,

menjadi gudang barang untuk kantor pusat,
serta aktivitas lainnya. Aktivitas lainnya yang
dilakukan dapat berupa kegiatan promosi
dan iklan, sebagai pusat informasi untuk
kantor pusat, ataupun kegiatan
pengembangan dan riset pasar.
 
Hal penting yang perlu diketahui adalah
bank-bank di Jepang tidak mengizinkan
kantor perwakilan untuk membuka rekening
bank atas nama perusahaan asing. Jika ada
kantor perwakilan di Jepang yang berniat
untuk melakukan kegiatan selain dari yang

4 JENIS STRUKTUR PERUSAHAAN
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Kantor Cabang
(Branch)

tercantum dalam bagan di atas, ia harus,
terlepas dari namanya, menerapkan prosedur
yang diperlukan untuk mendirikan cabang atau
entitas perusahaan Jepang.

Ketika sebuah perusahaan asing bermaksud
untuk melakukan bisnis secara terus menerus di
Jepang, maka perusahaan perlu untuk
menunjuk seorang perwakilan di Jepang dan
mendaftarkan orang tersebut, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 817 dan Pasal 818
Corporate Law. Banyak perusahaan asing yang
berniat melakukan bisnis dengan perusahaan
Jepang mendirikan bisnis di Jepang, yang
umumnya terdaftar sebagai cabang di Jepang.
Registrasi ini memungkinkan pemohon untuk
mendapatkan sertifikat pendaftaran komersial
dari Biro Urusan Hukum, yang merupakan bukti
keberadaan sebagai entitas perusahaan di
Jepang dan memungkinkan untuk membuka
rekening bank perusahaan di bank komersial.

Dokumen yang dibutuhkan
untuk registrasi kantor
cabang (Commercial

Registration Law Pasal 129):

Dokumen yang membuktikan keberadaan
kantor pusat pemohon (seperti salinan
resmi dari daftar komersial di negara asal)
Dokumen yang menyatakan kompetensi
perwakilan di Jepang
Artikel penggabungan pemohon atau
dokumen semacam itu cukup untuk
menunjukkan tujuan bisnis pemohon
Dokumen yang menyatakan metode
pemberitahuan publik sebagai perusahaan
asing, jika metode tersebut ada

Dokumen-dokumen tersebut harus dibuktikan
oleh otoritas yang kompeten, seperti konsul
yang berada di Jepang atau notaris dari
yurisdiksi negara asal pemohon, dll. Juga
dimungkinkan untuk mengajukan permohonan
registrasi dengan dokumen-dokumen tersebut
yang dibuktikan oleh otoritas yang kompeten,
oleh surat pernyataan atau sejenisnya, yang
menjelaskan informasi yang diperlukan dalam
“1)” hingga “4)” di atas.
 
Manajer Cabang Terdaftar (secara resmi
dikenal sebagai "Perwakilan di Jepang")
mewakili cabang dan berwenang untuk
melakukan bisnis dengan pihak ketiga tanpa
persetujuan internal kantor pusat (tidak
termasuk kasus-kasus adanya perjanjian antara
kantor pusat dan cabang yang menetapkan
persetujuan internal kantor pusat tersebut)
diharuskan untuk melakukan bisnis dengan
pihak ketiga). Namun, perubahan pendaftaran,
seperti pengunduran diri Perwakilan di Jepang,
pengangkatan Perwakilan baru di Jepang, dll.,
Harus dilakukan dalam setiap kasus.
Berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing,
“Pemberitahuan tentang Pembentukan Cabang,
dll.” Tidak diperlukan kecuali untuk kasus-kasus
di mana tujuan kegiatan perusahaan termasuk
bisnis yang memerlukan pemberitahuan
sebelumnya kepada pemerintah Jepang (Dalam
kasus-kasus di mana pemberitahuan
sebelumnya diperlukan, "Pemberitahuan
tentang Pembentukan Cabang, dll." harus
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri kompeten lainnya melalui Bank Jepang
dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal
pendirian).
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Alur prosedur untuk mendaftarkan pendirian cabang

Entitas Perusahaan
Jepang

Jika perusahaan asing bergabung dengan
perusahaan Jepang, kondisi tersebut
diperlakukan sebagai "Inward Direct
Investment" di bawah Foreign Exchange Law.
Perusahaan diharuskan untuk mengirimkan
pemberitahuan tentang penggabungannya
kepada Menteri Keuangan dan para menteri
yang kompeten lainnya melalui Bank Jepang
sebelum tanggal 15 (inklusif) pada bulan
tersebut dan segera mengikuti bulan tanggal
pendaftaran (pemberitahuan sebelumnya juga
dapat diperlukan dalam beberapa kasus).
 
Berdasarkan Corporate Law, perusahaan
secara luas diklasifikasikan menjadi dua jenis
sesuai dengan tanggung jawab dan tata kelola
pemegang saham. Satu jenis adalah
Kabushiki Kaisha (perusahaan saham
gabungan) dan yang lain adalah Perusahaan

Ekuitas (perusahaan nama bersama /
perusahaan dana bersama / perseroan
terbatas).
 
Perusahaan saham gabungan (Kabushiki
Kaisha) terdiri dari pemegang saham yang
liabilitasnya terhadap perusahaan terbatas
pada jumlah saham yang dimiliki. Sementara
perusahaan nama bersama (Gomei Kaisha)
terdiri dari mitra yang kewajibannya kepada
kreditur perusahaan tidak terbatas.
Perusahaan dana bersama (Goshi Koisha)
terdiri dari mitra terbatas dan tidak terbatas.
Untuk mitra terbatas, kewajibannya terbatas
pada jumlah kontibusi yang diberikan kepada
perusahaan. Perusahaan perseroan terbatas
(Godo Kaisha) terdiri dari mitra yang
kewajibannya kepada kreditur perusahaan
terbatas.
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Hukum Perusahaan tidak memerlukan
modal minimum untuk Kabushiki Kaisha
(KK) pada saat pendirian. Dengan
demikian, KK dapat didirikan bahkan
dengan investasi ¥ 1. Di sisi lain, Hukum
Perusahaan melarang pembagian dividen
kecuali jika aset bersihnya ¥ 3.000.000
atau lebih.
 
Kabushiki Kaisha diklasifikasikan ke dalam
Perusahaan Besar atau Perusahaan yang
bukan Perusahaan Besar (selanjutnya
disebut "Perusahaan Kecil-Menengah")
berdasarkan jumlah modal atau
kewajibannya, dan Perusahaan Publik atau
Perusahaan yang bukan Perusahaan Publik
(selanjutnya disebut "Perusahaan Kecil-
Menengah" Perusahaan Nonpublik ”)
melalui transfer saham.
 
Di bawah Hukum Perusahaan, struktur
organisasi internal seperti direktur / direktur
perwakilan, dewan direksi, auditor hukum,
dan penasihat akuntansi dapat lebih
fleksibel dirancang tergantung pada jenis
Kabushiki Kaisha.
 

Perusahaan  Saham Gabungan
(Kabush ik i  Ka isha )

Pada prinsipnya, investor Godo Kaisha
akan secara individu menjalankan bisnis

LLP dapat dibentuk dalam kasus di mana
lembaga penelitian seperti teknologi lisensi
universitas dan mitra lainnya seperti entitas
perusahaan, dll. Memberikan kontribusi
pendanaan untuk memulai bisnis baru.
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan
lokasi kantor utama sesuai dengan aturan
tertentu yang ditentukan. Namun, harap
dicatat bahwa LLP tidak dapat ditata ulang
menjadi perusahaan seperti Kabushiki
Kaisha.

Perse roan  Te rba tas  (Godo
Ka isha /L im i ted  L iab i l i t y
Company /LLC)

Kemi t raan  Perse roan
Terba tas  (L im i ted  L iab i l i t y
Par tne rsh ip /LLP)

dan mewakili perusahaan. Itu berarti bahwa
pemilik (investor) Godo Kaisha akan
mengelola perusahaan. Namun, ada
kemungkinan bahwa beberapa investor
akan menjalankan bisnis dan memilih
perwakilan dari investor eksekutif tersebut. 
 
Meskipun namanya "Godo (bersama)"
Kaisha, Godo Kaisha dapat didirikan
dengan hanya 1 investor. Godo Kaisha
mirip dengan LLC (Perseroan Terbatas) di
AS, yang merupakan kombinasi antara
kewajiban terbatas investor dan struktur
bisnis yang fleksibel. Namun, Godo Kaisha
dikenakan pajak penghasilan badan karena
Godo Kaisha adalah entitas perusahaan.
Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa
perlakuan oleh undang-undang pajak untuk
Godo Kaisha berbeda dari LLC di AS.
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Prosedur  penda f ta ran  pend i r i an
perusahaan  saham gabungan
(Kabush ik i  Ka isha )
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Alur prosedur pendaftaran pendirian
Perseroan Terbatas (Godo Kaisha)
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Alur prosedur pendaftaran pendirian Kemitraan
Perseroan Terbatas (Yugen Sekinin Jigyo
Kumiai)
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Perbandingan Joint Stock Company, Limited

Liability Company (LLC) dan Limited Liability

Partnership (LLP)
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Pro  dan  Kontra  Set iap  Struktur
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Contoh Perhitungan Biaya Mendirikan Bisnis

di Jepang
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Orang asing yang ingin memasuki

Jepang untuk melakukan persiapan ,

seperti pemilihan fasilitas untuk bisnis ,

mempekerjakan staf , dll . , Untuk

membuka / mendirikan kantor

perwakilan , cabang , atau perusahaan

diharuskan untuk mendapatkan visa

pengunjung sementara di diplomatik

Jepang pembentukan . Orang asing

menunjukkan visa tersebut di pelabuhan

masuk bandara atau pelabuhan untuk

mendapatkan izin pendaratan , dan

kemudian memasuki Jepang .

 

Warga negara dari negara-negara dengan

pengaturan pembebasan visa dengan

Jepang tidak memerlukan visa untuk

permohonan izin pendaratan untuk masa

tinggal jangka pendek . Namun , harap

dicatat bahwa pengabaian persyaratan

visa tidak berlaku jika tetap melebihi

periode waktu yang ditentukan dalam

setiap pengaturan .

Terlibat dalam aktivitas berbayar di

Jepang dengan visa pengunjung

sementara dilarang .

V i s a  P e n g u n j u n g  S e m e n t a r a

S T A T U S  

R E S I D E N S I A L

V i s a  P e n g u n j u n g  S e m e n t a r a
m u l t i - e n t r i
Visa pengunjung sementara multi-entri

dapat diterapkan untuk di kantor-kantor

diplomatik Jepang di luar negeri

(Konsulat Jenderal Jepang , dll .) Untuk

urusan bisnis jangka pendek (perjalanan

bisnis , dll .) Ketika pemohon memenuhi

persyaratan tertentu , seperti karyawan

waktu yang bekerja di perusahaan yang

merupakan perusahaan pemerintah , atau

perusahaan yang terdaftar di bursa

saham , dll .

 

Masa tinggal yang diizinkan di Jepang

dan masa berlaku visa tersebut bervariasi

berdasarkan kewarganegaraannya

(negara / wilayah).

 

Dalam hal apa pun , hal itu tidak

diizinkan untuk melakukan kegiatan

untuk melakukan operasi bisnis atau

kegiatan yang menghasilkan pendapatan

untuk menerima remunerasi .
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V I S A  U N T U K  P E R A W A T A N  M E D I S

Visa  untuk  Kunjungan  Medis

adalah  v isa  yang  dikeluarkan  untuk

pas ien  as ing  yang  ing in

mengunjungi  Jepang  untuk  tu juan

medis  ( termasuk  pemer iksaan

medis  lengkap ,  dl l . ) .  Visa  tersebut

juga  dapat  dikeluarkan  untuk

orang  yang  menemani  pas ien  as ing

j ika  per lu ,  dan  sesuai  kebutuhan .

Di  bawah  kategor i  in i ,  masa  t inggal

d i  Jepang  adalah  dalam  90  har i ,  6

bulan  atau  1  tahun .  Masa  t inggal

S T A T U S  R E S I D E N S I A L

ditentukan  berdasarkan  kondis i

k l in is  pas ien  as ing  dan  faktor

la innya .  Namun ,  harap  dicatat

bahwa  j ika  masa  t inggal  yang

diharapkan  leb ih  lama  dar i  90  har i ,

i tu  didasarkan  pada  rawat  inap  dan

pas ien  as ing  tersebut  harus

mendapatkan  Sert i f ikat  Kelayakan

dar i  Biro  Imigras i  Kementer ian

Kehakiman .  Masa  ber laku  Visa

untuk  Kunjungan  Medis  adalah  3

tahun  sesuai  kebutuhan .

Ket ika  orang  as ing  ing in  t inggal  di  Jepang  untuk  beker ja ,  dl l . ,  Ia  harus

memperoleh  status  tempat  t inggal  dimana  kegiatan  yang  akan  di lakukan

ber laku  dar i  29  kategor i  (36  jen is )  status  tempat  t inggal  yang  ditetapkan

dalam  the  Immigrat ion  Contro l  and  Refugee  Recognit ion  Act  (se lanjutnya

disebut  " Immigrat ion  Regulat ion " ) .

 

Highly  Ski l led  Profess ional

 

Kegiatan  yang  diharapkan  dapat  berkontr ibus i  pada  pengembangan

penel i t ian  akademis  atau  ekonomi  Jepang  dimana  warga  negara  as ing

memil ik i  keterampi lan  t inggi  dan  khusus  yang  sesuai  dengan  standar  dalam

aturan  Kementer ian  Kehakiman  (Minist ry  of  Just ice ) .

 

Kegiatan  untuk  penel i t ian ,  pengarahan  penel i t ian  atau  pendidikan

berdasarkan  kontrak  dengan  organisas i  publ ik  atau  swasta  di  Jepang  yang

ditunjuk  oleh  Kementer ian  Kehakiman  (Minist ry  of  Just ice ) ,  atau  bisnis  yang

berka i tan  dengan  kegiatan  penel i t ian ,  arahan  penel i t ian  atau  pendidikan

berdasarkan  kontrak  dengan  organisas i  publ ik  atau  swasta  di  Jepang  se la in

organisas i  tersebut .

 

Akt iv i tas  di  sektor  jasa  yang  membutuhkan  i lmu  pengetahuan  atau  teknologi

yang  berka i tan  dengan  i lmu  alam  atau  bidang  i lmu  f i s ik  berdasarkan  kontrak

dengan  organisas i  publ ik  atau  swasta  di  Jepang  yang  ditunjuk  oleh  Menter i

Kehakiman  atau  kegiatan  untuk  mengoperas ikan  bisnis  yang  berka i tan

dengan  kegiatan  tersebut .
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J e n i s  S t a t u s  R e s i d e n s i a l

Kegiatan  untuk  mengoperasikan  aktiv itas  perdagangan  internasional

atau  bisnis  la in  organisasi  publik  atau  swasta  di  Jepang  yang  ditunjuk

oleh  Menteri  Kehakiman  atau  kegiatan  untuk  mengoperasikan  bisnis

yang  berkaitan  dengan  kegiatan  tersebut .

 

Aktiv itas ,  yang  termasuk  dalam  salah  satu  dari  i tem  berikut  yang  sesuai

dengan  dengan  standar  dalam  aturan  Kementerian  Kehakiman  (Ministry

of  Just ice )  yang  melayani  kepentingan  Jepang .

 

Kegiatan  untuk  penel it ian ,  arahan  penel it ian  atau  pendidikan

berdasarkan  kontrak  dengan  organisasi  publik  atau  swasta  di  Jepang .

 

Aktiv itas  di  sektor  pelayanan  yang  membutuhkan  pengetahuan  atau

teknologi  yang  berkaitan  dengan  i lmu  alam  atau  bidang  i lmu  f is ika

berdasarkan  kontrak  dengan  organisasi  publik  atau  swasta  di  Jepang .

 

Kegiatan  untuk  mengoperasikan  perdagangan  internasional  atau  bisnis

lain  atau  untuk  mengelola  bisnis  tersebut  di  organisasi  publik  atau

swasta  di  Jepang .

 

Aktiv itas  la in  yang  disebutkan  dibawah  ini :
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Kegiatan yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk orang
asing:
 
1. Penduduk tetap, Mereka yang diizinkan tinggal secara permanen oleh
Menteri Kehakiman, Pasangan atau Anak dari penduduk Jepang, Pasangan dari
warga negara Jepang, anak-anak yang diadopsi oleh warga negara Jepang atau
mereka yang lahir sebagai anak-anak dari warga negara Jepang
Pasangan atau Anak dari Penduduk Permanen Jepang, Pasangan dari
penduduk tetap atau mereka yang lahir sebagai anak-anak dari penduduk
tetap di Jepang dan telah tinggal di Jepang.
 
2. Penduduk Jangka Panjang, Mereka yang diberi wewenang untuk tinggal di
Jepang dengan penunjukan periode tinggal oleh Menteri Kehakiman dengan
pertimbangan keadaan khusus
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KRITERIA DAN DOKUMEN
PELENGKAP

- Bisnis harus dijalankan dengan benar, stabil dan
berkelanjutan.
- Mempekerjakan dua atau lebih karyawan penuh
waktu selain orang yang terlibat dalam
operasional atau terdapat 5 juta JPY atau lebih
investasi modal diperlukan.
- Karyawan tetap harus warga negara Jepang,
penduduk tetap, pasangan warga negara Jepang
atau penduduk tetap, atau penduduk jangka
panjang.
- Untuk Manajer, harus memiliki tiga atau lebih
tahun pengalaman dalam operasi atau
manajemen dan harus menerima kompensasi
yang sama atau lebih besar ketika seorang warga
negara Jepang berada di posisi yang sama

BUSINESS MANAGER

KRITERIA

DOKUMEN PENDUKUNG

Sertifikat terkait bisnis
- Salinan/legalisir sertifikat pendaftaran
perusahaan (diterbitkan dalam 3 bulan terakhir).
Jika, perusahaan sedang dalam proses
mengajukan permohonan pendaftarannya, maka
lampirkan dokumen yang
 

mensertifikasi proses pendirian perusahaan
seperti artikel pendirian.
- Laporan keuangan terbaru (Rencana bisnis
untuk perusahaan yang baru didirikan).
- Brosur.
 
Dokumen terkait tenaga kerja asing
- Jumlah staf penuh waktu dan pembayaran upah
untuk staf yang terkait.
- Salinan kontrak kerja atau salinan buku
penggajian.
- Sertifikat tempat tinggal atau salinan kartu
pendaftaran orang asing
- Kwitansi pembayaran biaya asuransi kerja
 
Dokumen mengenai lokasi bisnis 
- Brosur perusahaan
- Salinan perjanjian sewa
 
Dokumen yang menyatakan aktivitas, durasi
bisnis, posisi, dan remunerasi orang yang
bersangkutan
- Salinan kontrak kerja antara pemohon dan
organisasi penerima (Untuk Manajer)
- Dokumen yang menyatakan riwayat pekerjaan
dengan 3 tahun atau lebih pengalaman untuk
manajemen
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- Memiliki latar belakang pendidikan atau
pengetahuan terkait yang diperlukan untuk bisnis
atau memiliki 10 tahun atau lebih pengalaman
kerja dalam bisnis dimaksud (Khusus untuk
aktivitas penerjemah dan pengajar bahasa, atau
operasional di luar negeri membutuhkan 3 tahun
atau lebih pengalaman kerja dalam bisnis
dimaksud. Namun, apabila memiliki pendidikan 
universitas yang ingin terlibat dalam aktivitas
penerjemah dan pengajar bahasa tidak wajib
memiliki pengalaman seperti itu).
- Harus mendapatkan kompensasi yang sama
atau lebih besar ketika warga negara Jepang
berada di posisi yang sama

ENGINEER/SPESIALIS DI

BIDANG KEMANUSIAAN/
LAYANAN INTERNASIONAL

KRITERIA

DOKUMEN PENDUKUNG

Sertifikat terkait bisnis
- Salinan/legalisir sertifikat pendaftaran
perusahaan (diterbitkan dalam 3 bulan terakhir)
- Laporan keuangan terbaru (Rencana bisnis
untuk perusahaan yang baru didirikan)
- Brosur
 
- Ijazah atau sertifikat kelulusan dengan jurusan
sesuai dengan aktivitas orang yang bersangkutan,
dan dokumen yang menyatakan karier profesional
orang tersebut.
- Ijazah atau sertifikat kelulusan.
- Dokumen yang menyatakan karier profesional
pelamar.
- CV Pemohon.
- Dokumen yang menyatakan aktivitas, durasi
bisnis, posisi, dan remunerasi orang yang
bersangkutan.
- Salinan kontrak kerja antara pemohon dan
organisasi penerima.

KARYAWAN INTRA-
COMPANY TRANSFER

KRITERIA

- Kegiatan karyawan yang dipindahkan dari
kantor bisnis di negara asing ke kantor bisnis di
Jepang untuk jangka waktu terbatas. 
- Harus terus bekerja selama lebih dari 1 tahun
untuk kantor pusat, kantor cabang, atau kantor
bisnis lainnya tepat sebelum transfer. 
- Harus menerima kompensasi yang sama atau
lebih besar ketika warga negara Jepang berada di
posisi yang sama.

DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen yang menyatakan hubungan antara
kantor bisnis di negara asing dan kantor bisnis di
Jepang
- Pemberitahuan dimulainya bisnis.
- Brosur.
 
Sertifikat terkait bisnis baik perusahaan induk dan
perusahaan cabang Jepang (masing-masing)
- Salinan/legalisir sertifikat pendaftaran
perusahaan (diterbitkan dalam 3 bulan terakhir).
- Laporan keuangan terbaru (Rencana bisnis
untuk perusahaan yang baru didirikan).
- Brosur.
 
Dokumen yang menyatakan aktivitas dan durasi
bisnis, 
- Dokumen yang menyatakan kegiatan dan
durasinya untuk tahun terakhir sebelum transfer,
seperti sertifikat pekerjaan yang dikeluarkan oleh
kantor bisnis di negara asing.
- Dokumen yang menyatakan aktivitas, durasi
bisnis, posisi, dan remunerasi orang yang
bersangkutan.
- Surat pemberitahuan pemindahan.
- Ijazah atau sertifikat kelulusan dan dokumen
yang menyatakan karier profesional orang
tersebut.
- Ijazah atau sertifikat kelulusan.
- CV Karyawan.
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- Harus mendapatkan kompensasi yang sama atau
lebih besar ketika warga negara Jepang berada di
posisi yang sama.
- Kegiatan yang terlibat dalam pekerjaan yang
memerlukan teknik industri atau keterampilan yang
dimiliki bidang khusus.
contoh: seseorang yang memiliki lebih dari 10 tahun
pengalaman kerja dalam industri food preparation
atau food manufacturing techniques yang diciptakan
oleh negara asing dan untuk terlibat dalam kegiatan
bisnis yang membutuhkan keterampilan tersebut.
Namun, berdasarkan perjanjian seperti EPA, dll. antara
Jepang dan Thailand, ada beberapa kasus di mana
hanya 5 tahun pengalaman kerja diperlukan untuk
terlibat dalam kegiatan bisnis yang membutuhkan
keterampilan tersebut.).

TENAGA KERJA TERAMPIL

KRITERIA

DOKUMEN PENDUKUNG

Sertifikat terkait bisnis 
- Salinan/legalisir sertifikat pendaftaran perusahaan
(diterbitkan dalam 3 bulan terakhir).
- Laporan keuangan terbaru (Rencana bisnis untuk
perusahaan yang baru didirikan).
- Brosur.
 
Daftar tenaga kerja asing
- Riwayat pekerjaan tenaga kerja bersangkutan dan
dokumen dari organisasi resmi yang mengesahkan
karir dan kualifikasi mengenai aktivitas tersebut.
- CV Pemohon.
- Salinan pernyataan resmi mengenai kualifikasi
tenaga kerja.
- Dokumen yang menyatakan aktivitas dan durasinya,
seperti sertifikat pekerjaan yang dikeluarkan oleh
kantor bisnis di negara asing.
- Dokumen yang menyatakan aktivitas, durasi bisnis,
posisi, dan remunerasi orang yang bersangkutan.
- Salinan kontrak kerja antara pemohon dan
organisasi penerima.
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CERTIFICATE OF
ELIGIBILITY

Ketika orang asing ingin memasuki Jepang
dengan status selain "Pengunjung Sementara",
Peraturan Imigrasi menetapkan bahwa
Menteri Kehakiman dapat mengeluarkan
dokumen yang menyatakan penerapan status
kependudukan untuk kegiatan yang dilakukan
oleh orang asing dengan memeriksa
kompatibilitas kondisi status tempat tinggal
berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh orang
tersebut. Dokumen semacam itu disebut
Certificate of Eligibility.
 
Orang asing yang memiliki Certificate of
Eligibility akan memperoleh visa dari kedutaan
atau konsulat dengan menunjukkan Sertifikat
tersebut. Kemudian, mereka dapat memasuki
Jepang setelah mendapatkan izin pendaratan
dari petugas Imigrasi di pelabuhan masuk.

Keuntungan memiliki Certificate of Eligibility
adalah bahwa lamanya waktu untuk
pemeriksaan visa dan pendaratan akan
dipersingkat, karena kompatibilitas dalam
kondisi pendaratan untuk penerapan status
tempat tinggal, dll. Dapat dibuktikan dengan
mudah.
 
Aplikasi untuk penerbitan Certificate of
Eligibility akan dilakukan di Biro Imigrasi
Daerah yang memiliki yurisdiksi atas alamat
tempat tinggal yang direncanakan atau lokasi
organisasi penerima. Seperti yang diatur
dalam peraturan Kementerian Kehakiman,
pengajuan aplikasi dapat dilakukan dengan
proxy seperti personil organisasi penerima,
atau oleh Gyouseishoshi (pengacara) terdaftar
yang berwenang untuk mengajukan aplikasi
untuk pemohon.
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Alur Prosedur Aplikasi Certificate of Eligibility 
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PERLAKUAN IMIGRASI KHUSUS BAGI

HIGHLY SKILLED PROFESSIONAL ASING
Highly Skilled Professional Asing dinamakan
untuk sumber daya manusia asing dengan
keterampilan khusus dan tinggi untuk
mempromosikan lebih banyak penerimaan
warga negara asing berketerampilan tinggi
karena para profesional asing diharapkan dapat
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan permintaan dan pekerjaan baru di
Jepang. 
 
Dalam status ini, pembatasan kegiatan telah
banyak dilonggarkan dan tidak ada batasan pada
periode tinggal. (“Undang-Undang untuk
Perubahan Sebagian dari Kontrol Keimigrasian
dan Pengakuan Pengungsi” (UU No. 74 tahun
2014).
 
Perlakuan keimigrasian istimewa berikut
diberikan kepada orang asing yang diakui
sebagai profesional asing berketerampilan tinggi.
 
1. Izin untuk melakukan berbagai kegiatan
selama tinggal di Jepang Biasanya, seorang non-
Jepang hanya diizinkan untuk terlibat dalam
kegiatan yang diizinkan dengan status single
residence. 
 
Namun, Highly Skilled Professional Asing dapat
terlibat dalam kegiatan yang dicakup oleh 

beberapa status kependudukan, seperti secara
bersamaan terlibat dalam kegiatan penelitian di
universitas dan dalam pengelolaan organisasi
bisnis yang terkait dengannya.
 
2. Masa tinggal dapat diberikan selama 5 tahun.
Periode tersebut merupakan masa tinggal
terlama yang diizinkan secara hukum diberikan
secara seragam kepada highly skilled foreign
professional.
 
3. Relaksasi persyaratan untuk pemberian izin
tinggal permanen terkait masa tinggal di Jepang.
Pada prinsipnya, untuk mendapatkan izin tinggal
permanen, warga negara asing diharuskan untuk
tinggal terus menerus di Jepang selama 10 tahun
atau lebih, tetapi dalam kasus di mana warga
negara asing telah terlibat dalam kegiatan
sebagai profesional asing selama 3 tahun, atau
kasus di mana profesional asing yang dianggap
sangat terampil telah terlibat dalam kegiatan
profesional selama 1 tahun, warga negara asing
tersebut akan memenuhi syarat untuk melamar
izin tinggal permanen.
 
4. Izin untuk pasangan profesional asing yang
sangat terampil untuk bekerja. Ketika seorang
warga negara asing yang tinggal di Jepang
dengan status kediaman "Pasangan" bermaksud
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untuk terlibat dalam kegiatan yang dicakup
oleh status kependudukan untuk bekerja,
seperti "Instruktur," "Insinyur," atau
"Spesialis dalam Humaniora / Layanan
Internasional," dia harus memenuhi
persyaratan tertentu berkenaan dengan
latar belakang akademis, pengalaman kerja,
dan sejenisnya, dan mendapatkan status
tempat tinggal yang relevan. 
 
5. Pasangan dari seorang profesional asing
dapat terlibat dalam kegiatan ini bahkan
jika dia tidak memiliki latar belakang
akademis atau pengalaman kerja yang
diperlukan:
 
- Izin untuk membawa orang tua untuk
menemani profesional asing ke Jepang
dalam kondisi tertentu. Di bawah sistem
saat ini, orang tua dari warga negara asing
yang tinggal di Jepang dengan status
kependudukan untuk bekerja tidak
diizinkan masuk ke Jepang. Namun, orang
tua (termasuk orang tua non-biologis) dari
seorang profesional asing atau
pasangannya diizinkan untuk masuk dan
tinggal di Jepang dengan persyaratan: (a)
Oang tua akan mengasuh seorang anak
yang berusia di bawah 7 tahun dari
profesional asing. Atau pasangannya, (b)
orang tua akan merawat seorang
profesional asing yang sedang hamil atau
pasangnnya yang sedang hamil.
 
- Izin bagi pekerja rumah tangga (ART)
untuk membantu profesional asing yang ke
Jepang dalam kondisi tertentu.
 
6. Perlakuan khusus dalam memproses
prosedur masuk dan tempat tinggal
Aplikasi untuk masuk dan tinggal dari
profesional asing diproses lebih cepat
daripada yang lain. Aplikasi untuk
pemeriksaan imigrasi awal (penerbitan
sertifikat kelayakan) dijadwalkan akan
diproses dalam waktu 10 hari sejak
diterima.
 

Dalam keterkaitannya dengan kegiatan
sebagai Highly Skilled Professional, warga
negara asing tersebut diizinkan untuk
terlibat dalam hampir semua kegiatan
status kependudukan berdasarkan
pekerjaan.
 
Diberi periode tinggal yang tidak terbatas
Layak untuk perlakuan istimewa dari yang
disebutkan dari point di atas tersebut (3)
hingga (6).
 
*Highly Skilled Foreign Professional adalah
untuk negara asing yang telah terlibat
dalam kegiatan Highly Skilled Professional
selama tiga tahun atau lebih.
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S I S T E M  B A R U  D A L A M

M E N E R I M A  W A R G A  A S I N G

Status tempat tinggal baru
bernama Tenaga Kerja Terampil
Khusus (Specified Skilled
Worker) didirikan dan dimulai
pada 1 April 2019 untuk
menerima pekerja asing yang
berpengalaman dengan keahlian
dan keterampilan khusus di
Bidang Industri Tertentu (14
Bidang Industri).
 
Status residensial Tenaga Kerja
Terampil Khusus (Specified
Skilled Worker) dikategorikan
menjadi 2 bagian:
 
(1). Status kependudukan yang
berlaku bagi orang asing yang
bekerja di pekerjaan yang
membutuhkan pengetahuan atau
pengalaman yang cukup dalam
Bidang Industri Tertentu.
 
Periode tinggal: Diperbarui
setiap tahun, setiap 6 bulan atau
setiap 4 bulan, untuk masa
tinggal maksimum hingga total 5
tahun
Standar Keterampilan:
Dikonfirmasi oleh ujian (mereka
yang telah menyelesaikan
Pelatihan Praktek Kerja Teknis
dibebaskan dari ujian)
 

-Level Bahasa Jepang: Kemahiran
dalam bahasa Jepang yang
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari dan di tempat kerja
dikonfirmasi oleh tes (mereka
yang telah menyelesaikan
Pelatihan Praktek Kerja
dibebaskan dari tes)
-Perjalanan oleh Anggota
Keluarga: Pada dasarnya tidak
diizinkan
-Didukung oleh organisasi
penerima atau organisasi
pendukung yang terdaftar
 
(2). Status kependudukan bagi
orang asing yang terlibat dalam
pekerjaan yang membutuhkan
keterampilan yang mahir di
Bidang Industri Tertentu
Periode tinggal: Diperbarui
setiap 3 tahun, setiap tahun,
atau setiap 6 bulan
Standar Keterampilan:
Dikonfirmasi oleh ujian
Tingkat Bahasa Jepang: Tidak
diperlukan konfirmasi oleh ujian
Perjalanan oleh Anggota
Keluarga: Diizinkan jika pekerja
memenuhi persyaratan
(Pasangan dan Anak-anak)
-Tidak didukung oleh organisasi
penerima atau organisasi
pendukung yang terdaftar

S T A T U S  R E S I D E N S I A L

T E N A G A  K E R J A  T E R A M P I L

K H U S U S
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Terdapat sistem penerbitan Kartu Resident
dan Resident Record yang akan berlaku untuk
warga negara asing yang tinggal secara legal
di Jepang untuk jangka menengah hingga
panjang dengan status penduduk di bawah
aturan the Immigration Control Act
(selanjutnya disebut "penduduk menengah ke
jangka panjang").
 
Penduduk jangka menengah atau panjang
adalah warga negara asing yang tidak
termasuk dalam salah satu dari yang berikut
ini:
- Orang-orang diberikan izin untuk tinggal
selama 3 bulan atau kurang;
- Orang yang diberikan status "Pengunjung
Sementara";
- Orang yang diberikan status "Diplomat" atau
"Resmi";
- Orang-orang yang diakui oleh peraturan
Departemen Kehakiman sebagai setara
dengan warga negara asing dalam I yang
disebutkan sebelumnya) dengan III);
Penghuni tetap khusus;
Orang tanpa status penduduk.
 
Kartu penduduk akan dikeluarkan untuk
penduduk jangka menengah atau panjang
ketika diberikan izin untuk tinggal, seperti
izin pendaratan, izin untuk perubahan status
penduduk dan izin untuk perpanjangan masa
tinggal. Kartu penduduk akan berisi foto

Kartu Penduduk (Residence Card)

dan Catatan Penduduk untuk

Penduduk Asing

14 Bidang Industri berikut ditetapkan sebagai
Bidang Industri Tertentu:
 
Care Worker, Building Cleaning Management,
Machine Parts & Tooling Industries,
Industrial Machinery Industry, Electric,
Electronics and Information Industries,
Construction Industry, Shipbuilding and Ship
Machinery Industry, Automobile Repair and
Maintenance, Aviation Industry,
Accommodation Industry, Agriculture, Fishery
& Aquaculture, Manufacture of Food and
Beverages, Food Service Industry (For
Specified Skilled Worker (ii), Construction
Industry, and Shipbuilding and Ship
Machinery Industry only.)
 

pemegang, nama, kebangsaan / wilayah,
tanggal lahir, jenis kelamin, status tempat
tinggal, masa tinggal, kelayakan untuk
bekerja, dll., Pemegang kartu harus
membawanya bersama mereka setiap saat.
 
Catatan Penduduk untuk Penduduk Asing
 
Untuk warga negara asing kepada siapa
penerbitan kartu penduduk berlaku, Catatan
Penduduk akan disiapkan berdasarkan “Basic
Registration Act” dan warga negara asing
akan dapat memperoleh salinan Catatan
Penduduk mereka seperti warga negara
Jepang.
Warga negara asing kepada siapa penerbitan
kartu penduduk berlaku memiliki kewajiban
untuk mengunjungi kantor kota tempat
mereka tinggal dan memberi tahu tempat
tinggal dalam waktu 14 hari untuk
menemukan tempat untuk menetap.

Warga negara asing yang akan memasuki
kembali Jepang pada tanggal berakhirnya
masa inap atau dalam 1 tahun keberangkatan
mereka, mana yang lebih pendek, pada
prinsipnya tidak diharuskan mengajukan izin
masuk kembali.

I z i n  M a s u k  k e m b a l i

I z i n  u n t u k  m e m p e r p a n j a n g

m a s a  t i n g g a l

Izin ini diperlukan ketika orang asing ingin
tetap di Jepang dengan status kependudukan
yang sama setelah masa tinggal yang semula
resmi berakhir. Aplikasi harus dilakukan
sebelum masa tinggal berakhir (orang asing
yang memiliki masa tinggal resmi 6 bulan
atau lebih dapat mengajukan izin tersebut 3
bulan sebelum tanggal kedaluwarsa.)
Orang asing yang mengajukan izin untuk
memperpanjang masa tinggal sebelum masa
tinggal mereka berakhir dapat tinggal di
Jepang dengan status tempat tinggal mereka
saat ini hingga hasil permohonan
dikeluarkan, atau 2 bulan setelah tanggal
kedaluwarsa dari status tempat tinggal saat
ini, mana pun yang datang pertama,
meskipun hasil aplikasi tidak dikeluarkan
sampai tanggal kedaluwarsa masa tinggal
saat ini.
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C o n t o h  p e r h i t u n g a n  b i a y a  u n t u k

m e m p e r o l e h  s t a t u s  p e n d u d u k
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M E N C A R I   P A R T N E R

B I S N I S

Perusahaan yang melayani jasa konsultasi

2 9



Perusahaan yang melayani jasa registrasi
perusahaan dan VISA
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MEMULAI
BISNIS DI

OSAKA



MEMBUKA REKENING
BANK DI JEPANG

Untuk membuka rekening bank dengan nama perusahaan diperlukan “sertifikat pendaftaran

perusahaan” (Tokijikoshoumeisho) yang mengesahkan keberadaan mereka di Jepang. Entitas

yang dapat memperoleh sertifikat tersebut adalah perusahaan,cabang, dan LLP. Namun, ada

kasus bahwa pembukaan rekening bank ditolak sebagai hasil pemeriksaan oleh bank. Oleh

karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian dan pertemuan dengan masing-masing

bank sebelumnya.

 

Sementara itu, kantor perwakilan tidak dapat membuka rekening banknya dengan nama 

kantor perwakilan karena entitas tersebut tidak dapat memperoleh sertifikat publik seperti

"sertifikat pendaftaran perusahaan (Tokijikoshoumeisho)" yang menyatakan keberadaannya

di Jepang.  Oleh karena itu, hanya rekening bank pribadi yang dapat dibuka.

REKENING BANK PERUSAHAAN
DAN PERSONAL

REKENING GIRO VS REKENING BIASA
Tidak seperti di Amerika Serikat atau negara lain yang menggunakan cek melalui rekening

giro sebagai alat pembayaran utama, di Jepang sebagian besar pembayaran dilakukan dengan

pengiriman uang tunai melalui rekening biasa. Oleh karena itu, bagi perusahaan disarankan

untuk membuka rekening biasa di bank Jepang.
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BANK ASING
VS BANK
JEPANG

Perusahaan asing umumnya

lebih suka membuka rekening

bank di cabang bank asing

Jepang yang berurusan dengan

kantor pusat mereka.  Namun,

i

bank Jepang, karena

menggunakan bank asing

biasanya tidak nyaman untuk

transaksi harian.  Bank asing

tidak memiliki banyak cabang

lokal di Jepang (bahkan di

Tokyo) dan tidak terdaftar 

sebagai agen pendapatan

nasional yang dapat menangani

pembayaran berbagai pajak dan

premi asuransi sosial.

Di Jepang banyak
perusahaan mengatur
pengaturan transfer bank
otomatis untuk pembayaran
berkala seperti sewa,
utilitas (listrik, gas dan air)
dan telekomunikasi.  Ketika
diimplementasikan,
pemberitahuan penarikan
otomatis di muka dikirim ke
perusahaan untuk
keperluan verifikasi
bersama dengan tanda
terima untuk biaya bulan
sebelumnya.

PENGATURAN
TRANSFER
OTOMATIS

STEMPEL
(HANKO)
Tidak lazim untuk
mendaftarkan tanda tangan
dari perwakilan perusahaan
yang berwenang di bank untuk
tujuan memverifikasi
identifikasi seperti di negara-
negara asing.  Sebagai

disarankan untuk memiliki gantinya, perwakilan
setidaknya satu rekening bank d perusahaan di Jepang

mendaftarkan stempel pribadi
dalam kasus kantor
perwakilan, dan mendaftarkan
stempel perusahaan dalam
kasus korporasi atau cabang,
di bank.

Penarikan uang yang  melebihi
batas tertentu hanya dapat
ditarik hanya dengan Hanko
yang terdaftar dan buku

tabungan di bank secara
langsung.  Hanko dan buku
tabungan harus disimpan
secara terpisah untuk
menghindari penarikan
yang tidak sah.
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Menemukan
Lokasi Kantor

Secara umum, tidak mudah untuk
menemukan lokasi kantor tanpa bantuan
yang berpengalaman karena cukup sulit
untuk memahami syarat dan ketentuan
perjanjian sewa.  Selain itu, dalam beberapa
kasus, pemilik kantor masih enggan untuk
menyewakan kantor mereka kepada
perusahaan asing. Oleh karena itu,
sebaiknya mencari lokasi kantor melalui
bantuan agensi real esatate bilingual.
 
Dalam menyewa kantor diperlukan
pembayaran deposit dan pembayaran uang
utama diperlukan oleh pemilik untuk
menyewa kantor.  Uang kunci, biaya yang
sangat umum, terutama di Jepang Barat,
tidak dapat dikembalikan.  Jika perjanjian
sewa menyatakan bahwa sebagian atau
seluruh deposit prasarana juga tidak dapat
dikembalikan, bagian yang tidak dapat
dikembalikan dari deposit prasarana, serta
uang utama, dapat diperlakukan sebagai
biaya yang ditangguhkan dan dapat
diamortisasi sesuai dengan hukum pajak
Jepang. 

Perusahaan yang baru didirikan sering kali
menyewa kantor dari penyewa lain
berdasarkan perjanjian yang disewakan. 
Dalam kasus seperti itu, kantor asuransi
sosial biasanya meminta Anda harus
mendaftarkan kontrak leasing utama dan
perjanjian sub-leasing untuk keperluan
asuransi sosial.
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Salah satu insentif bisnis yang disediakan oleh
kota Osaka untuk menarik investor asing untuk
membuka usaha di Osaka adalah dengan
menyediakan bantuan kantor sementara yang
dapat digunakan oleh perusahaan yang baru
didirikan.

Kantor sementara
dan kantor
inkubasi ventura

Business Support Offices (BSO)
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JETRO Osaka Invest Japan Business
Support Center (IBSC) Temporary Offices
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Kantor Inkubasi Ventura
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Dukungan Kota Osaka
untuk Perumahan
Osaka Business and Investment Center (O-BIC)

menawarkan informasi mengenai dukungan

untuk perumahan yang dapat disewa atau

disewakan (disediakan oleh Osaka Municipal

Housing Corporation) untuk perusahaan asing

dan orang asing, dalam rangka memfasilitasi

urusan mereka di Osaka.

 

Target penerima dukungan ini adalah

perusahaan asing yang akan mendirikan usaha

di kota Osaka dan orang asing yang bekerja

untuk perusahaan tersebut, serta perusahaan

asing yang sudah berbasis di kota Osaka dan

juga orang asing yang baru akan melanjutkan

dari luar negeri ke pos di Osaka.

 

Dalam prosedur yang diperlukan untuk

mengambil tempat tinggal, beberapa kondisi

untuk penjamin dan dokumen yang harus

diserahkan menjadi lebih mudah. Pertama,

prosedur dapat dilakukan berdasarkan pada

'kontrak tiga pihak-sewa' antara

perusahaan (tempat pelamar bekerja), Osaka

Municipal Housing Corporation dan pemohon,

atau pada 'kontrak sewa perusahaan' antara

perusahaan dan Osaka Municipal Housing

Corporation. Kedua, ketentuan mengenai

bagian dari dokumen yang akan diserahkan

(untuk pendapatan sertifikasi) sudah tidak

diperlukan.

 

 

Dukungan ini hanya berlaku untuk perumahan

yang disewakan di bawah manajemen Osaka

Municipal Housing Corporation. Untuk informasi

lebih lanjut tentang lowongan perumahan

dapat mengunjungi situs http://www.osaka-

jk.or.jp/ (dalam bahasa Jepang).

 

Cara mengajukan permohonan untuk mendapat

dukungan ini adalah dengan menghubungi O-

BIC atau Osaka Municipal Housing Corporation

dan menyiapkan/melengkapi formulir aplikasi.

Formulir dan dokumen diberikan ke kantor

Osaka Municipal Housing Corporation.

Selanjutnya, perincian tentang semua dokumen

yang perlu dilampirkan pada formulir aplikasi

dapat menghubungi Osaka Municipal Housing

Corporation.

Osaka Business and Investment Center (O-BIC)

Tel: +81-(0)6-6944-6298 Fax: +81-

(0)6-6944-6293 E-mail: o-bic@osaka.cci.or.jp

 

Osaka Municipal Housing Corporation

Osaka Municipal Housing Information Center,

6-4-20 Tenjimbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041

Tel: +81-(0)6-6882-9000

URL: http://www.osaka-jk.or.jp/ 
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Rekrutmen Pegawai

Ada beberapa cara untuk merekrut staf baru, termasuk melalui layanan ketenagakerjaan

untuk lulusan universitas atau sekolah pelatihan; kantor keamanan pekerjaan umum; agen

tenaga kerja swasta; beriklan di koran atau majalah; atau perekrutan langsung melalui kontak

pribadi. Jika Anda mencari kandidat dengan pengalaman bisnis, keahlian profesional, atau

kemampuan bahasa Inggris, agensi swasta dan media Inggris, misalnya surat kabar harian

berbahasa Inggris, adalah sarana yang efektif. 

 

Menggunakan agen swasta untuk mempekerjakan staf sementara atau paruh waktu adalah

hal yang umum/populer di Jepang.  Beberapa agensi berspesialisasi dalam merekrut staf dari

profesi tertentu, misalnya kesekretariatan, administrasi, akuntansi dan teknik.  Satu manfaat

khusus dari menggunakan layanan kepegawaian yang disediakan oleh agen-agen semacam

itu adalah perusahaan yang menggunakan staf sementara tidak harus menyediakan asuransi

sosial dan menangani pembayaran pajak penghasilan karena telah ditangani oleh agen-agen

tersebut.  Oleh karena itu, mempekerjakan staf sementara dari agen-agen ini dapat sangat

bermanfaat pada tahap awal perusahaan ketika fungsi penggajiannya belum ditetapkan.
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DAFTAR AGENSI REKRUTMEN
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SUBSIDI UNTUK
PROMOSI INVESTASI

Subsidi untuk

Perusahaan afiliasi

Asing

Program subsidi ini ditujukan untuk

perusahaan modal asing (PMA) yang

pindah ke Prefektur Osaka untuk

mendirikan kantor pusat. Pemohon harus

memenuhi semua persyaratan sebagai

berikut: (1) Memulai bisnis di Prefektur

Osaka dengan memiliki (atau menyewa)

bangunan berlantai seluas 250 meter

persegi; (2) Memiliki  25 atau lebih

karyawan reguler; dan (3) Jika kantor

pusatnya dipindahkan di dalam Prefektur

Osaka, jumlah reguler karyawan

bertambah setelah relokasi menjadi 25

atau lebih.

 

Program ini memberikan subsidi atas

akuisisi bagunan atau penyewaan

bangunan. Jumlah maksimum subsidi

yang dapat diperoleh tergantung pada

jumlah karyawan penuh waktu.

MARCH 2021, VOLUME 3 PAGE 1

Dalam hal akuisisi gedung atau ruang,

subsidi diberikan sebesar 5% dari

investasi untuk bahan bangunan dan

barang modal.

Dalam hal sewa gedung atau ruang,

subsidi diberikan sebesar sepertiga

dari harga sewa (Selama 24 bulan).
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Subsidi untuk

Promo investasi

Kewajiban yang harus dipenuhi bagi

perusahaan adalah mencapai

persyaratan subsidi dalam kurun waktu 3

tahun sejak hari permohonan subsidi (Ini

dianggap sebagai "Awal Operasi" ketika

persyaratan subsidi dipenuhi.).

Selanjutnya, perusahaan harus

melanjutkan operasi selama lebih dari 7

tahun sejak Awal Operasi.
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Subsidi untuk investasi diberikan kepada

UKM dengan investasi lebih dari 100 juta

yen dan jumlah karyawan tetap pada

tanggal Mulai Operasi tidak boleh di

bawah jumlah pada tanggal aplikasi.

UKM, dalam hal pabrik, jumlah karyawan

harus kurang dari 300, atau modalnya

harus kurang dari 300 juta yen.

Sementara itu investasi yang mendapat

subsidi dimaksud meliputi biaya yang

terkait dengan bangunan, mesin, dan

peralatan. Subsidi diberikan sebesar 5%

(max 30 juta yen) dari biaya yang

berkaitan dengan bangunan, mesin dan

peralatan (10% dalam kasus perusahaan

yang memiliki kantor pusat atau pabrik

atau fasilitas R&D di Prefektur Osaka).

 

Selain subsidi untuk investasi, program ini

juga menawarkan Subsidi untuk pajak

perusahaan]. Dalam hal ini, UKM harus

memastikan lebih dari 10 karyawan tetap

dari orang yang tinggal di Prefektur

Osaka pada saat aplikasi, dan lebih dari 5

karyawan baru. Namun demikian, yang

layak mendapat subsidi ini hanya terbatas

pada mereka yang menerima subsidi

untuk investasi yang disebutkan di atas.

Subsidi yang diberikan harus sama

dengan 50% (max 20 juta yen) pajak

perusahaan atas pendapatan dari operasi

bisnis, yang dapat dikenakan pada tahun

setelah dimulainya operasi bisnis dan

tahun setelah itu.

Program subsidi ini ditujukan bagi usaha

kecil dan menengah (UKM) yang baru

membangun, memperluas atau

merekonstruksi pabrik atau fasilitas R&D. 

Perusahaan yang berencana untuk

membangun (atau memperluas) pabrik

atau fasilitas R&D di Zona Promosi

Konsentrasi Industri mendapat perlakuan

istimewa oleh pemerintah daerah sebagai

daya tarik perusahaan.  Selain itu,

program ini juga ditujukan untuk

perusahaan yang bergerak dalam bisnis

yang dianggap sebagai yang terdepan

(industri mutakhir ) seperti ilmu hayati,

robot, peralatan rumah tangga informasi,

energi baru, dll., yang berencana untuk

membangun atau memperluas fakultas

Litbang untuk bisnis tersebut.

 

Subsidi untuk membangun fasilitas

Litbang untuk industri mutakhir dapat

diberikan jika fasilitas tersebut dibangun

di kota berikut: Kota Osaka, Kota Sakai,

Kota Kishiwada, Kota Toyonaka, Kota

Ikeda, Kota Suita, Kota Takatsuki, Kota

Kaizuka, Kota Hirakata, Kota Ibaraki, Kota

Yao, Kota Izumisano, Kota Matsubara,

Kota Daito  Kota, Kota Izumi, Kota Minoh,

Kota Settsu, Kota Takaishi, Kota Higashi-

Osaka, Kota Osaka Sayama, Kota Hannan,

Kota Shimamoto.

Subsidi untuk

Membangun Basis

Inovasi di Kota

Osaka

Program subsidi ini ditujukan untuk

perusahaan atau organisasi yang

melakukan proyek-proyek basis inovasi. 
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Sementara untuk proyek percepatan

pertumbuhan usaha, subsidi diberikan

kepada perusahaan atau organisasi yang

bersedia mengambil berbagai bentuk

tindakan untuk membantu usaha dan

perusahaan lain melakukan bisnis mereka

sendiri dan mengembangkannya.

Perusahaan perlu membantu usaha dan

perusahaan lain dengan secara rutin

memberi mereka konsultasi mengenai

komersialisasi untuk membantu mereka

tumbuh. Selain itu, perusahaan juga perlu

menjadi tuan rumah acara seperti seminar

dan pertemuan sosial untuk mendukung

penciptaan jaringan usaha dan

perusahaan lain atau tuan rumah acara-

acara seperti pertemuan sosial untuk

mengembangkan proyek-proyek bisnis

dan untuk menawarkan peluang bagi

usaha dan perusahaan lain untuk

memberikan presentasi tentang aset

seperti teknologi dan layanan mereka.

 

Subsidi mencakup hingga 10% dari biaya

yang dikeluarkan untuk akuisisi /

pembelian bangunan, fasilitas tambahan,

mesin, dan peralatan lainnya (100 juta  yen

disediakan dalam cicilan lebih dari 5

tahun) untuk perusahaan dan organisasi

yang berencana memiliki gedung dengan

luas subsidi 300 m2 atau lebih besar dan

menerapkan proyek-proyek basis inovasi.

Untuk perusahaan dan organisasi yang

berencana untuk menyewa bangunan

dengan luas 300 m2 atau lebih besar yang

sesuai dengan subsidi dan melakukan

proyek-proyek basis inovasi, besaran

subsidi adalah setengah dari sewa untuk

bangunan dan hingga 10% dari biaya

untuk renovasi dan pembelian mesin (60

juta yen; ketentuan  terbatas hingga

maksimal 2 tahun).

 

Namun, pembayaran subsidi akan

dilakukan kepada perusahaan atau

organisasi tunggal, terlepas dari apakah

proyek akan dilakukan melalui kolaborasi

antara beberapa badan hukum.  Dengan

demikian, ketika melamar, silakan pilih

korporasi atau organisasi sebagai

perwakilan dari grup badan hukum Anda.

 

Program ini terdiri dari dua jenis subsidi,

yaitu untuk proyek promosi inovasi

terbuka dan proyek percepatan

pertumbuhan usaha. Untuk proyek

promosi  inovasi terbuka, subsidi

diberikan kepada perusahaan atau

organisasi yang berfungsi sebagai basis

untuk perencanaan dan / atau mengejar

penelitian dan pengembangan barang /

jasa baru, dengan menggabungkan

teknologi dan ide-ide mereka dengan

perusahaan-perusahaan lain termasuk

bisnis ventura, universitas, dan lembaga

penelitian. Perusahaan perlu membentuk

divisi khusus untuk mengelola basis

inovasi mereka dan mempromosikan

inovasi terbuka serta berinteraksi dengan

berbagai perusahaan untuk

merencanakan dan mengembangkan

produk dan layanan baru melalui inovasi

terbuka.

 

Subsidi yang diberikan mencakup hingga

10% dari biaya yang dikeluarkan untuk

akuisisi / pembelian bangunan, fasilitas

tambahan, mesin, dan peralatan lainnya

(300  juta yen dicicil lebih dari 5 tahun)

untuk perusahaan dan organisasi yang

berencana memiliki gedung dengan luas

1.000 m2 atau lebih besar. Sementara 

untuk perusahaan dan organisasi yang

berencana untuk menyewa bangunan

dengan luas 300 m2 atau lebih besar,

calupan subsidi meliputi setengah dari

sewa untuk bangunan dan hingga 10%

dari biaya untuk renovasi dan pembelian

mesin (60 juta yen; ketentuan  terbatas

hingga maksimal 2 tahun).
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JENIS-JENIS PAJAK
PERUSAHAAN

PAJAK KORPORASI

Pajak korporasi dinilai atas penghasilan kena pajak
perusahaan.  Pajak korporasi untuk anak perusahaan
(korporasi domestik) dan kantor cabang (korporasi asing)
dihitung dengan cara yang sama.
 
Sejak 1 April 2018, tarif pajak korporasi sebesar 23,2%.
Untuk perusahaan kecil dan menengah dengan modal 100 juta
yen atau kurang (dengan pengecualian anak perusahaan yang
dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan besar dengan modal
tidak kurang dari 500 juta yen), terdapat penurunan tarif
pajak sebesar 15% untuk sementara yang berlaku untuk
bagian dari  penghasilan kena pajak tidak melebihi 8 juta yen. 
Untuk tahun-tahun fiskal dimana pengurangan tarif pajak
tidak dapat diterapkan, 19% diterapkan untuk bagian yang
sama dari penghasilan kena pajak pada prinsipnya.

1 PAJAK KORPORASI
2 PAJAK KORPORASI
LOKAL
3 PAJAK KONSUMSI
4 PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PERUSAHAAN
DOMESTIK
5 PAJAK PENDUDUK
6 PAJAK USAHA
7 PAJAK PROPERTI
TETAP
8 PAJAK FASILITAS
BISNIS

8 JENIS PAJAK
KORPORASI
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Pajak Korporasi
Lokal

Pengarsipan / Pembayaran
 a) Pengembalian akhir: Pada prinsipnya, 
pengembalian akhir dalam waktu 2 bulan
sejak akhir tahun fiskal. Namun, jika
penyelesaian akun tidak diselesaikan dalam
waktu 2 bulan karena jadwal audit atau
karena alasan lain yang tidak dapat
dihindari, periode 2 bulan ini dapat
diperpanjang hingga maksimal 3 bulan,
dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 
Penambahan waktu (ekstensi) ke file tidak
memperpanjang pembayaran pajak.  Dengan
demikian, pajak bunga akan dikenakan pada
pajak perusahaan yang tidak dibayarkan
dalam batas waktu 2 bulan semula.
 
 b) Pengembalian pajak interim: Diperlukan
hanya ketika jumlah pajak perusahaan untuk
6 bulan pertama tahun fiskal melebihi
100.000 yen ketika dihitung berdasarkan
jumlah pajak tahun sebelumnya.  Pengajuan
dan pembayaran untuk SPT interim harus
diselesaikan dalam waktu 2 bulan dari akhir
6 bulan pertama tahun fiskal.

Korporasi yang bertanggung jawab atas
pajak perusahaan juga bertanggung jawab
atas pajak perusahaan lokal.  Tahun pajak
perusahaan lokal sama dengan tahun
pajak korporasi.  Dasar kena pajak dari
pajak perusahaan lokal untuk tahun
tertentu adalah jumlah pajak perusahaan
tahun tersebut dan tarif pajaknya adalah
4,4%.  Pengajuan pengembalian pajak
perusahaan lokal harus dilakukan dalam
waktu dua bulan setelah akhir tahun
pajak tersebut.

Pajak Konsumsi

Perusahaan kena pajak untuk keperluan pajak
konsumsi harus mengajukan pengembalian
pajak dan membayar selisih antara pajak
konsumsi yang diterima dari penjualan atau
pendapatan lainnya dan pajak konsumsi yang
dibayarkan untuk pembelian.  Pengajuan atau
pembayaran pajak konsumsi tidak diperlukan
jika suatu entitas bukan perusahaan kena pajak.
Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah
penjualan kena pajak yang melebihi 10 juta yen
dalam periode dua tahun hingga tahun berjalan
pada prinsipnya.  Dalam hal perusahaan yang
baru didirikan yang modalnya kurang dari 10
juta yen dan memenuhi persyaratan tertentu,
entitas tersebut pada awalnya adalah
perusahaan bebas pajak.
 
Pengarsipan / Pembayaran
 a) Pengembalian akhir: Dalam 2 bulan dari akhir
tahun fiskal (dan tidak ada sistem ekstensi)
 b) SPT sementara: Jika jumlah pajak tahun
fiskal sebelumnya melebihi 480.000 yen (porsi
pajak nasional), SPT sementara harus diajukan
dalam waktu 2 bulan sejak hari terakhir dari
masing-masing periode yang sesuai di bawah ini:
 -Lebih dari 480.000 yen dan tidak lebih dari 4
juta yen: periode 6 bulan dari awal tahun fiskal
 -Lebih dari 4 juta yen dan tidak lebih dari 48
juta yen: Setiap periode 3 bulan dari awal tahun
fiskal (kecuali untuk periode 3 bulan terakhir)
 -Lebih dari 48 juta yen: Setiap periode satu
bulan (kecuali untuk bulan terakhir).
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Pajak Pembayaran

Perusahaan yang melakukan pembayaran tertentu seperti gaji, remunerasi
/ biaya dll untuk penduduk di Jepang wajib memotong pajak atas
pembayaran (pemotongan pada sumbernya) dan membayar jumlah yang
dipotong kepada pemerintah.  Penting untuk dicatat bahwa pembayar
pajak bertanggung jawab untuk memotong pajak, dan kegagalan untuk
memungut atau membayar pajak pemotongan dapat mengakibatkan
denda seperti pajak tambahan atas non-pembayaran atau pajak yang
terlambat dibayarkan pada pembayar pendapatan (Harap minta pajak 
 profesional untuk perincian lebih lanjut tentang pemotongan pajak yang
dinilai terhadap pembayaran kepada bukan penduduk dan perusahaan
asing).
 Selama 25 tahun sejak Januari 2013, Pajak Penghasilan Restorasi (2,1%
dari pajak pemotongan) harus dipotong bersama dengan pajak penghasilan
pemotongan.
 
 Pembayaran dikenakan pajak penghasilan pemotongan mencakup : Gaji,
bonus, tunjangan pensiun, biaya profesional untuk pengacara, akuntan
pajak berlisensi, biaya untuk naskah dan kuliah, dividen, lainnya.
Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada hari ke 10 bulan setelah
bulan pembayaran hal tersebut di atas dilakukan.
 

WWW.REALLYGREATSITE.COM

Pajak penduduk dikenakan oleh prefektur dan kota.  Surat Pemberitahuan
Pajak harus diajukan ke prefektur dan kotamadya. Retribusi pajak
korporasi adalah sebesar 10,2% dari pajak korporasi dari  tahun fiskal yang
dimulai pada atau setelah 1 Oktober 2019. (7% untuk perusahaan yang
modalnya tidak lebih dari 100 juta yen dan jumlah pajak perusahaan tidak
lebih dari 20 juta yen per tahun).
 
Sementara itu,  retribusi per kapita ditentukan menurut ukuran modal *
dan jumlah karyawan (dalam kisaran 70.000 yen - 3.800.000 yen), sehingga
retribusi ini dikenakan bahkan pada perusahaan yang defisit.  Misalnya,
dalam kasus perusahaan yang memiliki fasilitas bisnis di kota Osaka,
retribusi per kapita adalah 20.000 yen untuk prefektur Osaka dan 50.000
yen untuk kota Osaka ketika modalnya tidak lebih dari 10 juta yen dan
jumlah karyawan tidak ada.  lebih dari 50. (* Dalam hal kantor cabang di
Jepang, retribusi per kapita ditentukan sesuai dengan ukuran modal kantor
pusat di luar negeri). Untuk pengarsipan / pembayaran mekanismenya
sama seperti dalam kasus pajak perusahaan.

Pajak Penduduk
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Pajak perusahaan dipungut oleh prefektur
pada bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. 
Perpajakan didasarkan atas dasar pro-forma
atau atas pendapatan korporasi.
 
Perpajakan berbasis pro-forma
a) Metode perhitungan
Perpajakan berbasis pro-forma berlaku untuk
perusahaan yang modalnya lebih dari 100 juta
yen (dalam hal kantor cabang di Jepang, modal
kantor pusat di luar negeri berlaku).  Pajak
dihitung sebagai jumlah dari tiga komponen
berikut: (i) retribusi berdasarkan pajak
penghasilan dari pajak perusahaan, (ii)
retribusi modal berdasarkan ukuran modal,
dll, dan (iii) retribusi nilai tambah berdasarkan 
penggajian, bunga, dll.
b) tarif pajak
Lihat Daftar Tarif Pajak terlampir.
 
Korporasi tidak dikenakan perpajakan
berbasis pro-forma
a) Metode perhitungan
Perusahaan yang modalnya kurang dari atau
sama dengan 100 juta yen tidak dikenakan
pajak pro-forma dan hanya akan bertanggung
jawab atas komponen retribusi pendapatan.
b) Tarif Pajak
Lihat Daftar Tarif Pajak terlampir.

Pajak properti tetap dikenakan oleh
pemerintah kota pada aset tetap berwujud
(tanah, bangunan, aset yang dapat
disusutkan) yang dimiliki oleh perusahaan.
Untuk properti nyata (tanah dan bangunan),
kota akan secara otomatis mengirimkan slip
pembayaran pajak berdasarkan informasi
yang terdaftar ("Metode penilaian resmi"). 
 Aset lain harus dinyatakan oleh wajib pajak. 
 

Pajak Fasilitas
Bisnis

Tarif pajak: 1,4%
Pengarsipan/pembayaran:
Rincian aset yang dapat didepresiasi (perabot
dan perlengkapan, peralatan interior, dll.) yang
dimiliki pada tanggal 1 Januari setiap tahun
harus dinyatakan ke kota pada tanggal 31
Januari. Jumlah pajak dihitung oleh pemerintah
kota dan dibayarkan maksimum empat angsuran
per tahun.
 
Pajak aset tetap dibebaskan dalam kasus-kasus
berikut: Jika penilaian kena pajak atas aset di
kotamadya kurang dari 300.000 yen untuk
tanah, 200.000 yen untuk bangunan, atau
1.500.000 yen untuk aset yang dapat
didepresiasi, pajak properti tetap tidak akan
dipungut.

Pajak Usaha

Pajak Properti Tetap

Pajak fasilitas bisnis dikenakan pada perusahaan
yang memiliki fasilitas bisnis besar (kantor,
hotel, gudang, dll.).  Perusahaan yang memiliki
fasilitas bisnis di kota yang ditunjuk seperti kota
Osaka harus menyatakan pajak ini.
 
Perusahaan yang dikenakan Pajak Fasilitas
Bisnis adalah perusahaan yang memiliki fasilitas
bisnis dengan luas lantai lebih dari 1000 ㎡ atau
jumlah total karyawan yang bekerja di fasilitas
lebih dari 100. *
Tarif pajak:
 a) Pajak berbasis aset: Luas lantai (㎡) × 600 yen
 b) Pajak berbasis karyawan: Total gaji × 0,25%
Pengarsipan/ Pembayaran:
 Dalam 2 bulan setelah akhir tahun fiskal.
 * Perusahaan dengan fasilitas bisnis dengan luas
lantai melebihi 800 meter persegi tetapi di
bawah 1.000 meter persegi atau total jumlah
karyawan melebihi 80 karyawan tetapi di bawah
100 meter persegi tidak dikenakan pajak
fasilitas bisnis tetapi memiliki kewajiban untuk
mengajukan Pajak Fasilitas Bisnis.
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Tarif Pajak

Tarif pajak efektik umtuk perusahaan di Osaka

Retribusi per kapita atas pajak pendudk di Osaka
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Perpajakan
dalam Sistem

Transfer 
Pricing

Perpajakan dalam sistem transfer pricing
adalah sistem yang dirancang untuk
mencegah perusahaan mengalihkan
pendapatan ke negara asing melalui transaksi
dengan afiliasi asingnya atau "Pihak Terkait-
Asing".  Misalnya, grup perusahaan dapat
meminimalkan kewajiban pajak globalnya
dengan mengurangi harga ekspor produknya
ke afiliasi asing yang berlokasi di negara
dengan pajak rendah, yang pada gilirannya
mengalihkan pendapatan kena pajak di
Jepang ke afiliasi asing.
 
 

Ada tiga metode dasar yang digunakan dalam
menentukan Arm-Length Price tersebut: (a)
Comparable Uncontrolled Price Method
(CUP Method),(b) Resale Price Method (RP
Method), (c) Cost Plus Method (CP Method).
Jika ketiga metode dasar tersebut tidak
dapat diterapkan, maka metode lainnya yang
digunakan adalah Profit Split Method (PS
Method)”, dan “Transactional Net Margin
Method (TNMM Method). 
 
Dalam hal transfer pricing, aturan
dokumentasi baru diluncurkan yang
mensyaratkan grup perusahaan
multinasional (MNE) memenuhi kriteria
tertentu (grup MNE tertentu) untuk
mengajukan “Ultimate Parent Entity ”,
“Laporan Country-by-Country (Laporan
CbC) dan “File Induk” di samping
dokumentasi transfer pricing yang ada (File
Lokal).  Hal ini berdasarkan hasil diskusi
tentang erosi dasar dan pengalihan
keuntungan (BEPS) di OECD. Kewajiban ini
berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada
1 April 2016 atau sesudahnya.

“Dalam sistem ini,
nilai pajak dihitung
berdasarkan asumsi
bahwa transaksi
terkontrol tersebut
dalam grup
perusahaan dijalankan
pada harga yang wajar
yang disebut "Arm-
Length Price"” 
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File Lokal

Kelompok MNE tertentu yang memiliki

pendapatan konsolidasi sebesar 100 miliar JPY

atau lebih wajib mengajukan dokumen-

dokumen tersebut.

 

Dalam dokumen Notifikasi Ultimate Parent

Entity, perlu mendeskripsikan nama Entitas

Induk, lokasi kepala atau kantor utamanya,

nomor perusahaannya, dan nama

perwakilannya.  Sementara itu, dalam

dokumen Laporan CbC mencakup informasi

kuantitatif seperti jumlah penjualan, jumlah

pajak, jumlah karyawan entitas penyusun

kelompok MNE yang ditentukan. Di sisi lain,

informasi kualitatif seperti struktur organisasi,

garis besar operasi bisnis, dan kondisi

keuangan MNE yang ditentukan dideskripsikan

di dalam dokumen File Induk.

Perusahaan dapat dikecualikan dari aturan

dokumentasi baru ini sehubungan dengan

transaksi yang dikendalikan asing dengan

perusahaan terkait asing ketika jumlah

transaksi transaksi yang dikendalikan asing

dengan perusahaan yang dikendalikan asing

tersebut (total penerimaan dan pembayaran)

kurang dari 5 miliar JPY dan jumlah transaksi

yang dikendalikan asing terkait dengan tidak

berwujud dengan perusahaan yang

dikendalikan asing tersebut (total penerimaan

dan pembayaran) kurang dari 300 juta JPY

selama tahun bisnis sebelumnya (tahun bisnis

saat ini jika tidak ada yang sebelumnya). 

 

Perlu dicatat bahwa itu tidak berarti sebuah

perusahaan tidak dikecualikan dari persiapan

File Lokal itu sendiri bahkan dalam kasus di

mana itu dibebaskan dari dokumentasi

kontemporer. Penilaian awal atau audit untuk

bisnis serupa akan dilakukan oleh otoritas

pajak kecuali perusahaan tidak mengajukan

dokumen yang setara dengan  File Lokal atas

permintaan auditor pajak pada hari terakhir

periode yang mereka tentukan dalam kisaran

60 hari.

Mengenai dokumentasi penetapan harga

transfer yang ada (File Lokal), sebuah

perusahaan, kecuali yang memenuhi

persyaratan tertentu untuk pembebasan,

berkewajiban untuk menyiapkan File Lokal

pada tanggal pengembalian pajak perusahaan

tahun yang bersangkutan (dokumentasi

kontemporer), dan semacamnya.  Kewajiban

ini berlaku dari tahun bisnis yang dimulai pada

1 April 2017 atau setelahnya.   
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P E R U B A H A N  M E T O D E  P E R P A J A K A N
K A N T O R  C A B A N G  P E R U S A H A A N

A S I N G

Metode perpajakan pada cabang-cabang

perusahaan asing diubah dari "pendekatan

seluruh pendapatan" menjadi "pendekatan

pendapatan yang dapat diatribusikan" dari

tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 1

April 2016.

 

Di bawah pendekatan pendapatan

keseluruhan, jika cabang asing  korporasi

terletak di wilayah Jepang, semua sumber

pendapatan Jepang yang diperoleh oleh

perusahaan asing adalah, apakah atau tidak

pendapatan tersebut disebabkan oleh

cabang, tertarik pada cabang tersebut

(kekuatan tarik-menarik) dan cabang

merangkum dan menyatakan semua 

pendapatan bersumber di Jepang.  

 

Namun, di bawah pendekatan pendapatan

yang dapat diatribusikan, di antara

pendapatan yang diperoleh oleh 

Karena pendapatan yang dikaitkan dengan cabang menjadi

pendapatan sumber Jepang , pendapatan yang diperoleh oleh

cabang di luar Jepang juga termasuk dalam pendapatan

sumber Jepang dan tunduk pada deklarasi oleh cabang . 

Dengan demikian , kredit pajak asing akan diterapkan ke cabang

perusahaan asing untuk menghindari pajak berganda di negara

sumber dan Jepang .

perusahaan asing , hanya pendapatan

yang dapat diatribusikan ke cabangnya

(pendapatan yang diatribusikan ke PE)

adalah pendapatan yang tunduk pada

deklarasi oleh cabang .  

 

Di sisi lain , kantor pusat dimana cabang

merupakan bagian secara langsung

menghasilkan pendapatan seperti sewa

atau biaya untuk pengiriman profesional ,

pendapatan tersebut disebabkan oleh

kantor pusat dan kewajiban pajak

dibebankan pada kantor pusat itu

sendiri .  Jika kantor pusat perusahaan

asing secara langsung menghasilkan

pendapatan seperti bunga , dividen ,

royalti atau beberapa jenis pendapatan

investasi lainnya , pajak pemotongan

dipotong ketika pendapatan tersebut

dibayarkan dan kewajiban pajak kantor

pusat dihapus .
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Pendapatan  yang  dikaitkan

dengan  PE  dihitung  berdasarkan

pendekatan  OECD  resmi  (AOA ) .  Di

bawah  AOA ,  transaksi  yang

dilakukan  oleh  cabang  akan

dibedakan  menjadi  transaksi

eksternal  dan  transaksi  internal .   

 

Transaksi  internal  penjualan  dan

biaya  harus  dini lai  dan  diakui

seolah-olah  mereka  ditransaksikan

antara  pihak-pihak  yang  ada  di

tangan-panjang  dan

mencerminkan  jumlah  dalam

perhitungan  laba  cabang .   Metode

yang  mirip  dengan  yang  diadopsi

di  bawah  pajak  penetapan  harga

transfer  diterapkan  pada  proses

untuk  memvalidasi  harga  transaksi

dari  transaksi  internal .   

 

Harap  perhatikan  modif ikasi

tertentu  akan  dilakukan  untuk

perhitungan  pendapatan  cabang

yang  dijelaskan  di  atas ,  mis .  

royalt i  internal  t idak  akan  diakui ,

j ika  negara  di  mana  kantor

pusatnya  adalah  residen  dan

Jepang  membuat  konvensi  pajak

berdasarkan  pasal  7  dari  konvensi

model  pajak  OECD  sebelumnya .

 

Ini  akan  diwaj ibkan  untuk

menyiapkan  dokumentasi  yang

menggambarkan  transaksi

eksternal  dan  transaksi  internal

yang  dilakukan  oleh  cabang .  

Dokumentasi  juga  perlu  mencakup

informasi  tentang  fungsi  yang

dilakukan ,  aset  yang  digunakan ,

dan  r i s iko  yang  di tanggung  oleh

cabang .   Dokumentas i  in i  per lu

diper l ihatkan  kepada  otor i tas  pajak

ket ika  diminta .  

 

Dalam  pandangan  perpa jakan ,

perbedaan  antara  cabang  dan  anak

perusahaan  akan  leb ih  kec i l  dar ipada

sebelumnya  sete lah  pendekatan

pendapatan  yang  diat r ibutkan  ber laku

karena  hak  perpa jakan  akan

dia lokas ikan  dengan  menyamakan

kantor  pusat  dan  cabang -cabangnya

yang  memil ik i  kepr ibadian  yudis ia l

yang  sama  dengan  kantor  pusat  dan

anak  perusahaannya   yang  merupakan

ent i tas  yang  te rp i sah .
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SISTEM AUDIT YANG
BERLAKU DI JEPANG

B Y  C H R I S T O P H E R  H E N D E R S O N
Sistem pengungkapan hukum saat ini

di Jepang mengharuskan laporan

keuangan disusun sesuai dengan

standar akuntansi negara itu sendiri

(GAAP Jepang *), bukan dengan

Standar Pelaporan Keuangan

Internasional (IFRS).  Namun, Dewan

Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) dan

Dewan Standar Akuntansi Internasional

(IASB) mencapai kesepakatan pada

Agustus 2007 untuk mempercepat

konvergensi GAAP dan IFRS Jepang

yang dimulai pada Maret 2005.

 

Sebagai hasil dari perjanjian ini, ASBJ

dan IASB telah berhasil menyelesaikan

perbedaan besar antara kedua standar

MARCH 2021, VOLUME 3 PAGE 1

Japanese GAAP dan
IFRS

pada tahun 2008. GAAP Jepang sedang

ditinjau untuk menghilangkan perbedaan

yang tersisa.

 

Dari tahun fiskal konsolidasi yang berakhir

pada atau setelah 31 Maret 2010,

pengungkapan keuangan sesuai dengan

IFRS diizinkan untuk perusahaan terdaftar

tertentu yang memenuhi persyaratan

tertentu.

 

* GAAP Jepang

 GAAP Jepang secara kolektif mengacu

pada standar akuntansi perusahaan,

pedoman praktis, yang dibentuk oleh

berbagai organisasi seperti Dewan

Akuntansi Bisnis (badan bawahan dari

Badan Layanan Keuangan "FSA"), ASBJ

(sebuah organisasi yang diwakili oleh para

pemimpin bisnis, para sarjana, akuntan,

dll.), dan Komite Standar Akuntansi

(Institut Akuntan Publik Jepang "JICPA").
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Statutory audit
Perusahaan yang secara umum tunduk pada

audit wajib adalah sebagai berikut:

 ⇒ Sesuai UU Perusahaan:

 Perusahaan yang telah menyetor modal

sebesar 500 juta yen atau total kewajiban 20

miliar yen atau lebih

 ⇒Sebagai Instrumen Keuangan dan

Pertukaran Act:

 Perusahaan yang sekuritasnya terdaftar di

bursa instrumen keuangan

 

Selain itu, didorong oleh pengalaman AS,

sistem pelaporan pengendalian internal telah

diperkenalkan di Jepang.  Di bawah sistem ini,

perusahaan publik tunduk pada audit

pengendalian internal oleh auditor laporan

keuangan mereka dari tahun fiskal yang

dimulai pada atau setelah 1 April 2008.

Disclosure system
Perusahaan yang didirikan berdasarkan

Undang-Undang Perusahaan Jepang

diharuskan untuk menyiapkan laporan

keuangan (akun keuangan) sesuai dengan

Undang-Undang Perusahaan, Undang-undang

Akuntansi Perusahaan, dll, serta

mengungkapkannya kepada pemegang

saham dan kreditornya.  Selanjutnya,

perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk

menyiapkan laporan keuangan (konsolidasi)

yang sesuai dengan Instrumen Keuangan dan

Pertukaran Act dan Peraturan Laporan

Keuangan (Konsolidasi). Perhatikan bahwa

Undang-Undang Perusahaan dan Instrumen

Keuangan dan Undang-Undang Pertukaran

mengharuskan laporan keuangan disusun

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

umum (GAAP).
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K E A M A N A N

S O S I A L



Pengusaha diharuskan untuk bergabung dengan program asuransi 
berikut jika mereka mempekerjakan karyawan yang memenuhi 
persyaratan tertentu:

Asuransi Kompensasi Kecelakaan Pekerja: Asuransi ini memberikan 
manfaat asuransi yang ditentukan kepada pekerja atau anggota 
keluarga mereka jika pekerja mengalami cedera, sakit atau cacat, atau 
meninggal karena kecelakaan di tempat kerja atau selama perjalanan.

Asuransi Ketenagakerjaan: Asuransi ini memberikan manfaat bagi 
pekerja ketika, misalnya, mereka kehilangan pekerjaan untuk 
mengamankan kehidupan pekerja dan stabilitas pekerjaan.

Asuransi Kesehatan Karyawan (termasuk Asuransi Perawatan Jangka 
Panjang): Ini adalah program asuransi kesehatan umum yang 
memberikan manfaat asuransi untuk sakit atau cedera di luar 
pekerjaan dan cuti karena sakit atau cedera, melahirkan, kematian, dll. 
Jika karyawan dan anggota keluarga tanggungan menerima perawatan 
medis di lembaga medis asuransi resmi,  70% dari biaya medis 
ditanggung oleh asuransi.

Asuransi Pensiun Karyawan: Asuransi ini menyediakan pensiun hari 
tua serta pensiun cacat dan pensiun orang yang selamat untuk 
membantu karyawan dan keluarga mereka menstabilkan kehidupan 
mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Secara umum, (1) Asuransi Kompensasi Kecelakaan Kerja dan (2) 
Asuransi Ketenagakerjaan secara kolektif disebut "asuransi tenaga 
kerja", dan (3) Asuransi Kesehatan dan (4) Asuransi Pensiun Karyawan 
secara kolektif disebut "asuransi sosial".

 Di Jepang, semua individu diwajibkan untuk bergabung dengan 
asuransi kesehatan dan asuransi pensiun di bawah “sistem asuransi 
universal”.  Sistem ini berlaku untuk semua individu tanpa 
memandang kebangsaan.

SISTEM KEAMANAN
SOSIAL DI JEPANG
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GAMBARAN UMUM &
TINGKAT PREMI ASURANSI
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PEMBERITAHUAN KEPADA OTORITAS

1. Tingkat premi per April 2019
2. Persentase total untuk pemberi kerja diperkirakan dengan asumsi Asuransi Kompensasi
Kecelakaan Kerja adalah 0,3%.
3. Untuk Asuransi Kompensasi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Ketenagakerjaan, premi
biasanya dihitung dengan mengalikan pendapatan tahunan karyawan dengan tarif premium.
4. Untuk Kesehatan, Perawatan Jangka Panjang, Asuransi Pensiun dan Kontribusi
Kesejahteraan Anak, premi dihitung dengan mengalikan Remunerasi Standar Bulanan
(ditentukan untuk setiap karyawan berdasarkan gaji bulanan mereka) dengan tarif premium.
5. Asuransi Ketenagakerjaan: karyawan berusia 65 atau lebih menjadi pekerja yang
memenuhi syarat efektif pada tanggal 1 Januari 2017
6. Pekerja jangka pendek yang bekerja di perusahaan dengan 500 karyawan atau kurang
mungkin berlaku dalam kondisi tertentu mulai April 2017
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Asuransi Sosial

Jika seorang karyawan asing yang memenuhi semua persyaratan di bawah ini menarik diri dari Asuransi
Pensiun Nasional atau Asuransi Pensiun Karyawan dan meninggalkan Jepang karena pemindahan
internasional atau pemutusan hubungan kerja, mereka dapat mengajukan permohonan Pembayaran
Penarikan Lump-sum setelah mereka meninggalkan Jepang.  (Dimungkinkan untuk mengajukan
pembayaran semacam itu di Jepang pada atau setelah Maret, 2017)
 
 1. Seorang individu yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang
 2. Seseorang yang memiliki setidaknya 6 bulan perlindungan di bawah Asuransi Pensiun Nasional atau
Asuransi Pensiun Karyawan
 3. Seseorang yang telah membatalkan alamat terdaftar di Jepang dalam waktu 2 tahun
 4. Seseorang yang tidak pernah berhak atas pensiun publik Jepang apa pun
 
Catatan untuk aplikasi pembayaran penarikan sekaligus:
Periode yang memenuhi syarat untuk pensiun dasar hari tua dipersingkat menjadi 10 tahun sejak
Agustus 2017. Anda mungkin memenuhi syarat untuk manfaat totalisasi di bawah sistem Jepang
maupun sistem asing jika Anda memiliki periode cakupan kualifikasi di bawah sistem pensiun negara-
negara yang Jepang memiliki perjanjian totalisasi  , tunduk pada setiap persyaratan kualifikasi.  Silakan
periksa perjanjian jaminan sosial.

WWW.REALLYGREATSITE.COM

Di Jepang, asuransi sosial wajib untuk semua karyawan asing terlepas dari kebangsaan, kecuali untuk:
 
1. Individu yang dibayar oleh Kantor Pusat di luar Jepang
2. Pekerja paruh waktu yang bekerja dalam waktu singkat
3. Pekerja sementara
4. Individu yang dipekerjakan oleh entitas bisnis yang dibebaskan dari asuransi sosial (mis. Kantor
pemilik tunggal dengan kurang dari 5 karyawan, dll.)
5. Orang yang berusia 70 atau lebih (75 atau lebih untuk Asuransi Kesehatan)
6. Individu yang memiliki Sertifikat Perlindungan untuk Perjanjian Jaminan Sosial Internasional
 
 * Orang yang termasuk dalam salah satu (1) hingga (5) di atas diharuskan untuk bergabung dengan
Asuransi Kesehatan Nasional dan Asuransi Pensiun Nasional sendiri.

Pembayaran Penarikan Lump-sum

PEKERJA ASING
A P L I K A S I  A S U R A N S I  U N T U K
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K E W A J I B A N  P E R U S A H A A N

T E R H A D A P  K A R Y A W A N

ATURAN CUTI/LIBUR
KARYAWAN

Perusahaan harus memberikan cuti tahunan yang dibayar 10 hari
kerja kepada karyawan yang telah dipekerjakan terus menerus
selama 6 bulan dan yang telah bekerja setidaknya 80 persen dari
total hari kerja.  Hak untuk cuti dibayar tahunan berakhir dalam 2
tahun sejak tanggal pemberian karena undang-undang
pembatasan. Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan antara
tahun-tahun layanan dan jumlah hari cuti tahunan yang
dibayarkan.

Efektif sejak April 2019, pengusaha diharuskan memiliki
karyawan, yang diberikan cuti tahunan dibayar 10 hari atau lebih,
mengambil setidaknya 5 cuti tahunan yang dibayar setahun.
Namun, perusahaan tidak diharuskan untuk memberikan cuti
berbayar untuk cuti karyawan karena sakit atau cedera di luar
pekerjaan.
 
Selain itu, umum bagi pengusaha untuk memberikan cuti
berbayar tambahan sebagai tunjangan karyawan untuk acara-
acara seperti pernikahan karyawan atau kematian anggota
keluarga mereka.
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PEMERIKSAAN
KESEHATAN TAHUNAN

ATURAN
KETENAGAKERJAAN

PERJANJIAN MANAJEMEN
TENAGA KERJA

Seorang majikan yang terus-menerus mempekerjakan 10
atau lebih karyawan diharuskan untuk menyusun dan
menyerahkan Aturan Ketenagakerjaan ke Kantor Inspeksi
Standar Perburuhan setempat.  Selain itu, pemberi kerja
harus menanyakan pendapat karyawan tentang aturan dan
melampirkannya secara tertulis saat mengirimkan aturan. 
Prosedur yang sama diperlukan ketika ada perubahan pada
aturan.  Pengusaha harus memberi tahu aturan kepada
semua karyawan.
 
Pengajuan Aturan Ketenagakerjaan tidak wajib untuk entitas
bisnis dengan kurang dari 10 karyawan.  Namun,
direkomendasikan bagi semua entitas bisnis untuk
menyiapkan aturan untuk menghindari perselisihan yang
tidak perlu antara tenaga kerja dan manajemen.

Perjanjian manajemen tenaga kerja adalah perjanjian tertulis
yang ditandatangani antara seseorang yang mewakili
mayoritas pekerja dan manajemen.  Contoh khas adalah
"Perjanjian tentang kerja lembur dan bekerja pada hari libur."
Pengusaha harus menyadari bahwa mereka tidak dapat
memiliki karyawan yang bekerja melebihi jam kerja wajib atau
pada hari libur resmi kecuali jika perjanjian ini ditandatangani
dan diserahkan ke Kantor Inspeksi Standar Perburuhan
setempat.

Pengusaha berkewajiban untuk memberikan pemeriksaan
kesehatan kepada karyawan setiap tahun sekali.  Pengusaha
juga diharuskan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada
karyawan baru ketika mereka dipekerjakan.

64


	Upload_20191220-142158
	1-23-min.pdf
	24-min.pdf
	25-30-min.pdf
	31-40-min.pdf
	41-50-min.pdf
	51-64-min.pdf

	2 rev-min.pdf
	25 rev-min.pdf

